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Kajian Hukum terhadap Kredit M acet dalam
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia
yang Dibuat Dibawah Tangan

Yuli Purnamawati

Abstract: A loan credit of a Bank as a creditor to a idebis
granted supplemented with an agreement. A credit agreement
consists of the head of agreemh which is the detor obligation,
commonly supplemented with an additional agreement in the form
of collateral by the detor to the Bank as the creditor. One form of
collateral commonly used by the business community is the
collateral of moving objecti® the form of fiduciary.

Law No. 42 yar 1999 stipulates that Fiduciary collateral is made
with a Notaries Act in accordance with Article 5 item (1) wich
futher in the process is registered toobtain the Fiduciary Collateral
Certificate, which regulateshat in the case of a delinquency of
wanprestasi evidenced by law the creditor has the right to execute
an auctiorexempt of the court.

In the banking business often and a lot have been discovered that
in allowing credits with moving objects as collateBanks have
practiced acts preparedinderhandedly for the main hand
supplemental agreements. If delinquent credit is inexistence there
should not be aapparent problem, however, if a delinquent credit
is evident, it could bring legal implications.

Key words: delinquent credit, act signed underhandedly,
execution

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
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Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut,
yang para pelakunya meliputi Pemerintaupun masyarakaebagai
orang perorangandan Badan Hukum sangat diperlukan dandalam
jumlah yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkfdga kebutuhan akanersedianyadana atau
modal, karena modal merupakan salah satu unsur peudi@hgm
menjalankan kegiatan usal&etiap kegiatan usaha sangat membuwtahk
dana atau modal. Dana atau modal merupakan darah bagi kegiatan suatu
usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti halnya manusia yang
tidak mungkin hidup tanpa darah, demikian pula kegiatan usaha juga
akan mati tanpa dana atau modal. Salah satyaupatuk memperoleh
dana atau modal adalah melalui fasilitas kredit perbankan.

Lembaga perbankan atau lembaga keuangan sebagai suatu wahana
yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara
efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokriashomi
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan hdsdlsilnya, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank
merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana madyaraka
(financial intermediary, sebagai prasarana pendukung yang amat vital
untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya
menstranfer dandana [panable fundsdari penabung atau unit surplus
(lenderg kepada peminjanbprrower9 atau unit deficitsehingga Bank
memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu Negara. (Johannes
Ibrahim, 2004:iii).

Sesuai dengan fungsinya peranan lembaga perbankan baik Bank
Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakanhdan lebih memperhatikan pembiayaan
kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi,
pengusaha kecil menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa
diskriminasi sehingga memperkuat struktur perekonomian nasional.
Pihak Bank dalammenyalurkan dana pinjaman wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam akan kesanggupan dan
kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini
pihak Bank tidak mengharapkan hasil pelelangan jaminan, akan tetapi
mendorong perkembgan perekonomian nasional yang adil dan
makmur yangh a | i ni mer upakan AFirst way out



kredit dari pendapatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya.

Namun apabila dalam permasalahan kredit tidak dapat mencapai tujuan
dimaksud maka pak Bank akan mengambifngkah terakhir yaitu
ber uacomd way outo yang artinya
penjualanagunan/collateral Jaminan yang paling lazim dan disukai
Bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang
dikenal dalamhukum positif disamping Gadai, Hipotik dan Hak
Tanggungan adalah Fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas barang
bergerak, fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis.

Dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia dalam hal pelaksaara pemberian jaminan maka kedua belah
pihak yakni Bank sebagai kreditur dan debitur akan tunduk pada
ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang dalam prakteknya banyak
penyimpangaipenyimpangan. Padasaat ini masih banyak Bank
khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang memberikan kredit dengan
perjanjian tambahan fidusia tanpa dibuat secara Notariil (otentik) dan
konskwensi logisnya tidak diadakan pendaftaran Jaminan Fictesia.
dalam hal ini tentunyaidak bermasalah apabila kredit yang diberikan
dibayar dengan lancar akan tetapi akan terjadi problematik apabila
debitur wanprestasi.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah penelitian
hukum normatif. Dasar pertimbangan pemilihan peatik tersebut
adalah karena penelitian ini mengkaji muatan Undang Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dokushekumen berupa
perjanjian kredit, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah
penanganan kredit macet pada Bank.

Teknik pexgumpulan bahan hukum yang dipakai adalah teknik
penulusuran bahan hukum primer dan bahan sekundetuk
melaksanakan proses pengumpulan bahan hukum tersebut
mempergunakan alat bantu berupa catatan kutipan maupun kutipan
parafrase. Teknik analisis yangdkai adalah teknis analisis isbftent
analysi dengan mempergunakan jenis intepretasi ekstensif, yang
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didahului dengan taptahap melakukan kategoris&sasifikasi bahan
bahan hukum, penyeleksian kemudian dikaitkan dengan konsep hukum,
dikelompokkardan diintepretasikan.

Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

Dalam kehidupan sehdnari kata kredit bukan merupakan
perkataan asing bagi masyarakat kita dan perkataan kredit sebenarnya
sudah sangat umum diketahui masyarakat luas, tidak terbatas hanya
masyaakat perbankan saja. Kebutuhan kredit dalam kondisi
perekonomian yang berkembang dengan pegain semakin besar
jumlahnya, baik dari segi volume maupun jumlah debiturri§radit
dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama,
karena pndapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari kegiatan usaha
kredit yaitu berupa bung&ata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu
credereyang berarti percaya atawedo atau creditunyang berarti saya
percaya. (Johannes Ibrahim, 2004: 91) Dengan iki@m dasar
pemberiarkredit adalah kepercayaan.

Kredit yang diberikan oleh Bank didasarkan atas kepercayaan dan
keyakinan, dengan demikian Bank akan memberikan kredit jika Bank
tersebut yakin dan percaya bahwa penerima kredit dapat mengembalikan
pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat
syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.Untuk memperoleh
keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan
penilaian yang seksama terhadap Watakagacte), kemampuan
(capacity, modal €apital), agunan collateral) dan prospek usaha dari
nasabah debitucondition of econom)c

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis
baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat, membawa pengaruh
kepada tahapan yang letidaik. Bagi kreditur dan debitur memperoleh
keuntungan dan juga masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan,
selain itu Negara mengalami tambahan penerimaan dari sektor pajak,
juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Perjanjian kredit iala perjanjian antara Bank sebagai kreditur
dengan nasabah sebagai dehitiengenai penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur



untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah
bunga ata pembagian hasil keuntungan ( Sutan Remy Sjahdeini, 1993:
160). Dalam praktek perbankasgtiap bank telah menyediakalariko

atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih
dahulu. Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pithalxitur

untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada
pihak lain untuk melakukan negoisasi atas sysyatat yang
disodorkannya. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian standar atau
baku(Johanes Ibrahim, 2004: 113)

Suatu perjanjiarkredit yang dibuat oleh Bankebagai kreditur
dengandebitur,berkedudukan sebagai perjanjian pokok dan mempunyai
kekuatan mengikat bagi masingasing pihak. Hal ini mengacu pada
akibat suatu perjanjian dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum
Perdatayag me ny at ademua pdijanjlayeng dibuat secara
sah berlaku sebagai undanmdang bagi mereka yang membuathya
Dan syarat sahnya suatu perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320
Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk
sahtya perjanjian diperlukan empat syarghitu (1) €pakat mereka
yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu
perikatan (3) suatu hal tertentwdan (4)suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif karena
mengemi orangorangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syyaedt obyektif
karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum
yang dilakukan itu (Subekti, 1979: 17). Sehingga apaidlam suatu
perjanjian tidak dipenuhi syarat subyektifiaka salah satu pihak
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan dan
apabila syarat obyektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka
perjanjian tersebut batal demi hukum, karengkssemula dianggap
tidak pernah ada perjanjian.

Dengan adanya perjanjian kredit antara Bank sebagai kreditur
dengan debitur maka pihak debitur berkewajiban untuk memenuhi
prestasi dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut
bukan karena keadn memaksa maka debitur dianggap melakukan
ingkar janji atau wanprestadVanprestasi berasal dari bahasa Belanda

fwanprestatie yang artinya tidak me menuhi

kewaj



ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian
maupn perikatan yang timbul karena Undang Undang.

Dalam hal debitur ingkar janji atau wanprestasi, kreditur dapat
menuntut pemenuhgperikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi,
ganti rugi, pembatalan persetujuan/perjanjian timbal balik, pembatalan
den@n ganti rugi.(R.Setiawan, 1998). Dan penggantian kerugian
dapat dituntut berupkosten, schaden en interestéBubekti, 19858).
Kosten adalah berupa biaylsiaya yang sunggusungguh telah
dikeluarkan,schaderberupa kerugian yang sunggsiingguh meimpa
harta benda si berpiutang darterestenadalah keuntungan yang akan
didapat seandainya si berhutang tidak lalai.

Dalam perjanjian kredit telah diatur mengenai saat terjadinya
wanprestasi oleh debitur. Dengan dicantumkannya ketentuan mengenai
tanggal dan besarnya pembayaran angsuran kredit, maka dalam hal
debitur melakukan keterlambatan pembayaran, mulai saat tanggal
keterlambatan itu debitur telah dikenai denda pembayaran oleh kreditur.
Hal ini menunjukan bahwa wanprestasi debitur dianggap terjadii mul
pada saat terjadinya keterlambatan kewajiban pembayaran sebagaimana
yang telah dicantumkastalam perjanjian.

Fidusia SebagaiLembagaJaminan Kredit

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia sebagaimana
dipaparkan para ahli karena ketentuan Undang Unglang mengatur
tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, dan tidak
memenuhi  kebutuhan masyarakat serta tidak dapat mengikuti
perkembangan masyarakat. Hambatan itu antara lain adanya azas
inbezitsteling yang mensyaratkdmhwa kekuasaan atas banga harus
pindatiberada pada pemegang gadai, dalam arti bahwa benda yang
digadaikan harus diserahkan kepada kreditur pemegang gadai. Ketentuan
ini tentunya memberatkan bagi pelaku usaha yang harus menyerahkan
benda jaminan, sedangkan benda tersebut satipatlukan dalam
menjalankan kegiatan usahanya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perkem
bangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat
sekarang memerlukan bentbkntuk jaminan, dimana orangtau



masyarakat dapat memperolktedit dengan jamian barang bergerak
namun oranghasyarakat tersebut masih tetap dapat memakainya untuk
keperluan sehatiari maupun untuk keperluan usahanya. Berdasarkan
kenyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya lembaga fidusia
sebagai lembagarn@nan yang memungkinkan menampung kebutuhan
kebutuhan kredit, yang tidak dapat melalui lembaga jaminan lain.
Lembaga jaminan fidusia lazim dipakai sebagai jaminan dalam praktek
perbankan, dalam lembaga simpan pinjam di kakdotor koperasi,
pada importereksportir, leveransir dan lalain. (Sri Soedewi Masjchun
Sofwan, 1977.5).

Lembaga jaminan fidusia merupakan kebutuhan ekonomi dari
masyarakat oleh karena itu perlu mendapat pengaturan dalam Undang
Undang dan hal tersebut telah diatur dalam UndangakhmdNomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30
September 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 168. Jaminan fidusia merupakan salah satu sarana
perlindungan hukum bagi keamanan Bank, yakni selmagdu jaminan
kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kreditnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidustijumpai pengertian fidusia, yaifup engal i han
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepe@aydengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam

penguasaan pemilik bendaod.
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud Jaminan Fidusia
adalahi hak j ami nan atas benda bergerak baik vy

yang tidak berwujudian benda tak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
tetap benda dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan utang t&ntu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur

Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia maka yang menjadi objek jaminan fidos#diputi
benda bergerak dan benda tetagetdu, yang tidak bisa dijaminkan
melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi
kesemuanya dengan syarat bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan
(J. Satrio,2005179). Dalam jaminan fidusia terjadi pengalihbak



kepemilikan, namun penlijaan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan
dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap
berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia. Pengdldian
kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan
dengan caraonstitutum posessoriunartinya penyerahakepemilikan

suatu benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali. Hal inilah yang
menjadi keistimewaan fidusia sebagai lembagairjan. (Munir Fuady,
20035)

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accestimya
perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya
tergantung perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang atau perjanjian
kredit. Di dalam praktek perbankan perjanjian fidusia sering diadakan
sebagai tambahan jaminan pokok manakala jampukok itu dianggap
kurang memenuhi (88oedewi Masjchun Sofwan, 1928). Kedudukan
perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir
menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pengucuran
kredit oleh kreditur.

Pembebaan fidusia dituangkan dalam bentuk akta otegtikg
disebut dengan Akta jaminan Fidusia. Hal ini tercantum dalam ketentuan
Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusiaar 42 Tahun 1999
sebagai berikut Peinbebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat
dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia merupakan Akta Jaminan
Fidusiao . Al asan ditetapkannya bent uk khusus
perjanjian jaminan fidusia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1870
Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akta notaris m&eupakta
otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang
dimuat didalamnya antara para pihak besatth warisnya atau para
pengganti haknya.

Suatu hal yang sangat penting adalah bahwa pembebanan benda
jaminan fidusia dalam bentuk taknotariil merupakan langkah pertama
dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia guna memenuhi asas
publisitas. Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 UU No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani
jaminan fidusia didaftadh pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan
pendaftaran ini diharapkan agar pihak debitur tidak melakukan tindakan
sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian pada kreditur, seperti
memfidusiakan sekali lagi atau menjual barang objek jaminan fidusia



tanpa sepngetahuan kditur asal. (Munir Fuady, 20030). Dan sebagai
bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia adalah
sertifikat jaminan fidusiayang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaarnpeamo
Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusiaempunyai kekuatan eksekutorial yang
dipersamakan dengan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung
dipakai sebagailat eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa proses
peradilan, bersifat final dan mengikat.

Kreditur penerima fidusia mempunyai hak preferen atas benda
jaminan fidusia danstatus preferensi tersebut baru didapatkan oleh
penerima fidusia pada safitlaftarkan jaminan fidusia. Apabila terhadap
benda yang sama dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari satu jaminan
fidusia maka hak preveren diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu
mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebutdserdas
pengertian pada Pasal 27 ayat (Y No. 42 Tahun 1999 tentang
Jami nan Fi dHak prezeresidualah hak penerima fidusia
untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi yang menjadi
objek Jaminan Fidusi ao.

HASIL

Kredit bermasalah sdia ada dalam kegiatan perkreditan Bank
karena Bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah.
Bank Indonesia melalui Surat keputusan Dirddaink Indonesia Nomor
31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 memberikan penggolongan
mengenai kwalitasrkedit, apakah kredit yang diberikan Bank termasuk
kredit performing loan (tidak bermasalah) ataon performing loan
(kredit bermasalah). Berdasarkan Surat Keputusan tersebut digolongkan
dalam kategori kredit Lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit
kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.(Sutarno, 2003: 263).

Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari
kemampuan membayar karena ukurannya jelas, yaitu Hedit
digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan
rekening baik dan tidak ada tunggakaeswsai perjanjian kredit; (2)



Kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika terdapat tunggakan
pembayaran pokok dan / atau busgapai dengan 90 hari (3 bulan); (3)
Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat turiggapembayaran
pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 harpai dengan 180

hari (6 Bulan); (4Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan
pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
sampai dengan 270 hari (9 bulan); dahKredit digolongkan macet jika
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Dalam hal kredit macet pihak Bank melakukan penyelamatan
sehingga meminimalisir kerugian. Tahap penyelematan kredit macet
tersebut belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih
kooperatif dan dari prospek usaha masih baik. Penyelamatan kredit
macet melalui tahap penyelamatan kredit dinamakan penyelesaian
melalui  restrukturisasi  kredit. Langkah penyelesaian melalui
restiukturisasi kredit diperlukan syarat utama antara lain adanya
kemauan dan etikat baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia
mengikuti syarasyarat yang ditentukan Bank karena dalam
penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan
kesepakatan. (Sutarno, 2003; 266). Bentuk penyelamatait knadet
dilakukan dengan cara (Penjadualan KembalRgschedulling dalam
hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.
dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalpgapanjangan
jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur
mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya dan memberikan
kesempatan kepada debi untuk melanjutkan usahanya; (2)
Penyesuaian KembalRgconditioning, dengan cara megubah berbagai
persyaratan yang ada miggh, Kapitalisasi bunga, penundaan
pembayaran bunga sampai waktu tertentu, peamrusuku bunga,
pembebasan bunga; dan (Restrukturisasi Restucturing, dengan
menambah jumlah kredit, penambahan kredit tersebuwijben untuk
membantu usaha debitur agar dapat berjalan kembali dan dapat lebih
berkembang.

Penyelematan kredit macet melalui restrukturisasi tidak dapat
dilakukan dalam implementasinya makpenyelesainnyayang harus
ditempuh kreditur dengan jalur hukuyang berlaku. Terhadap kied
macet dengan jaminan krediti lingkungan Bank Pemerintah



penyelesaiannya secara hukum pelaksanaan lelangnya oleh BUPLN
(Badan Urusan Piutandan Lelang Negara) berdasar Undang Undang
Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitiaddn Piutang Negara, bagi
Bank Swasta terhadap jaminan fidusia dibuat secara Notariil yang diikuti
oleh Sertifikat Fidusia pelaksanaan lelangnya dilakukan oleh Pengadilan
Negeri. Akan tetapi terhadap kredit macet yang perjanjian fidusiannya
dibuat dibawahtangan pelaksanaan lelangngiarus melalui gugatan
hukum terlebih dahulu, baru dengan adanya Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti kreditur dapat
melaksanakan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri.

Eksekusi dilakukamBank terhadap debityrang tidak mempunyai
itikad baik dan yang kegiatan usahanya tidak dapat dijalankan lagi.
Eksekusi bertujuan untuk memaksa debitur melaksanakan kewajibannya
sesuai perjanjian dengan cara menjual objek jaminan kredit untuk
pelunasan utay debitur. Dalam pelaksanaan eksekusi setelah adanya
putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap
perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengakta dibawah tangan
pelaksanaannya banyakengalami hambatan antara laapabila dalam
upaya gugatan hukum barang jaminan fidusia tidak diletakkan sita
jaminan €onservatoir beslagoleh Pengadilan, barang jaminan fidusia
dijadikan jaminan kepada pihak lain atau barang jaminan fidusia telah
dipindahtangankan.

BAHASAN
Penyelesaian Kredit Macetpada Bank Pemerintah

Maksud dari penyelesaian kredit merupakan langkah penyelesaian
kredit macet melalui lembaga hukuseperti Pengadilan Negeri dan
Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya yang
dikarenakan langkah penyelamatan Krezxuidah tidak dimungkinkan
lagi. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah
untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan kfgdtarno, 2004;

266)

Dalam menyelesaikan hutahgtang kepada Bank Milik Negara
atau badabadan, baik langsg maupun tidak langsung dikuasai Negara
Pemerintah membentuk lembaga sendiri yang khusus untuk mengurus



piutang Negara yang diberi kewenangan dan kekuasaan seperti
kewenangamnlan kekuasaan yang dimiliki Pengadilan. Hal ini didasarkan
pada Undang Undang dsor 49 Prp Tahun 1960 lembaga yang
mengurus piutang Negara disebut Panitia Urusan Piutang Negara atau
PUPN. Jadi tugas PUPN adalah menyelesaikan piutang Negara secara
singkat dan efektif, dengan maksud agar piutang Negara dapat dengan
cepat tertagih ataterselesaikan. Serta melakukan pengawasan terhadap
piutangpiutang, kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/B&@ktan
Negara baik di pusat maupun didaerah.

Dengan adanya lembaga PUPN maka bagi instansi Pemerintah
Pusat (Departemen, Lembaga Non Depaete) InstansDaerah (Dinas
Dinas Daerah), 8nkBank Milik Negara, Bank Milik Daerah, BUMN
non Bank, BUMD non Bank, dan Bad&adan lainnya yang seluruh
modal atau sebagian kekayaan dan modalnya dimiliki Negara, dalam
melakukan pengurusan dan penagihanapig harus melalui PUPN.
Dalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 49 Prp 1960
dinyatakan bahwa piutang Negara pada tingkat pertama secara prinsip
upaya penyelesaiannymenjadi kewajiban dan tanggujeyvab dari
penyerah piutang. Jika upaypaya yang fah ditempuh tidak berhasil
maka pengurusan diserahkan secara tertk#isgada Panitia Urusan
Piutang Negara agan melampirkan syarayarat (1)ldentitas dbitur
(penganggung hutang) dgsenjamin hutang (2) Dokumenrdokumen
yang dapat membuktikan ada da@sarnya piutang telah pasti menurut
hukum dan (3)Bukti kepemilikan dan pengikatan jaminagelengkapan
dan keabsahan syamstarat tersebut akan diteliti dan dianalisemasuk
apakah jumlah hutang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setelah symt-syarat tersebut dianggap sah dan lengkap maka diterbitkan
SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara), dengan terbitnya
SP3N berarti kewenangan pengurusan piutang Negara secara hukum
beralih kepada PUPN yang pelaksanaannya diselenggarakan olein Ka
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Selanjutnya pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
menerbitkan surat panggilan kepada debitur, panggilan tersebut
diterbitkan sebanyak dua katiengan selang waktu dua mingglika
debitur datang memenih panggilan, dilakukan wawancara dan
dituangkan dalam suatu berita acara. Apabila debitur tidak memenuhi
panggilanatau tidak menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilan



maka Kantor Pelayanan Piutadgn Lelang Negara akan menetapkan
jumlah piutangnegara scara sepihak dalam bentuk suRenetapan
Jumlah Piutang Negara (PJPN). Tindak lanjut Pdmirbitkan surat
paksa yang isinya tlm waktu 124 jam sejak surat paksa disampaikan
oleh juru sita Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, debitur
sudah harsimelunasi hutangnya.

Jika debitur tidak dapat memenuhi isi surat paksa tersebut akan
dilakukan penyitaan barang jaminan yang selanjutnya akan dijual melaui
lelang untuk pelunasan hutangnya. Apabila setelah dilakukan pelelangan
terhadap barang jaminan ngata nilainya tetap tidak menutup jumlah
hutang, hal tersebut dikategorikadalam Piutang Negara untuk
Sementara Belum Dapat Ditagih (PNSBDT).

Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Swasta

Permasalahan penyelesaian kredit macet pada Bank Swasta dengan
jaminan fidusia dibagi dua antara lain penyelesaian kredit macet dengan
jaminan fidusia yang dibuat secara Notariil dan penyelesaian kredit
macet dengan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan.

Apabila penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidakatap
dilakukan atau telahdilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam
implementasinya maka penyelesaiannya yang harus ditempuh kreditur
adalah melalui jalur hukum yang berlaku. Terhadap perjanjian fidusia
yang dibuat secara Notaril yang kemudian diikuti dengadanya
Sertifikat Fidusia maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 15
ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
menyatakan bahwé Ser t i f i kat thempunyaia kekuakain d u s i
eksekutorial yang sama dengan putusan pentmdi yang telah
memper ol eh k e k u a tBerdasarkan kitie neksekutotiah p O .
tersebut apabila terjadi kredit macet atau pemberi fidusia wanprestasi
maka penerima jaminan fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi
melalui pelelangan umum atas objek jaam fidusia tanpa mengajukan
gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1)
Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.Yang mana dalam praktiknya
melalui ®hapartahapan sebagai berikut. (Kreditur mengajukan
permohonan kepada Pengadildlegeri, disertai dengan kelengkapan



kelengkapan akumen (a)perjanjian kredit yang dibuat secara Notariil

(b) Sertifikat Fidusia dan (c)Rincian hutang yang harus dibayar oleh
debitur (2) Atas permohonan tersebut Pengadilan akan memberikan
somasi kepaddebitur, (3) Apabila dengan somasi tersebut debitur masih
belum melaksanakan prestasinya, maka Pengadilan Negeri mengeluarkan
Penetapan Lelang terhadap barang jaminan untuk dilelang didepan
umun dan (4)Sebelum Pengadilan Negeri melaksanakan Pelelangan
didepan umum, Pengadilan Negeri terlebih dahulu melaksanakan
eksekutorial beslag terhadap barang jaminan, yang kemudian
dilaksanakan pengumuman lelang 2 (dua) kali di mass media.

Hal ini berbedadengan penyelesaian kredit macet pada Bank
Swasta yang jaminafidusianya dibuadibawah tangan apabila terjadi
kredit macet atau debitur wanprestasi maka kreditur harus mengajukan
gugatan perdata melalui Pengadilan Negdau melakukan eksekusi
sesuai peraturan hukum yakni dimana putusan perkara dimaksud telah
mempunyai kekuatan hukum vyang tetap/pasti. Gugat@nsebut
dilakukan mengingat kreditur tidak memegang barang jaminan, kreditur
hanya memiliki bukti berupa perjanjian kredit saja dan barang jaminan
yang ada belum dilakukan pengikatan. Sehingga untuk mengealesa
kredit macet kreditur harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
guna mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
sebagai dasar hukum melakukan lelang barang jaminan.

Dalam menyelesaikan kredit macet melalui gugatarsebut
memerbkan waktu sangat relatife lama untuk memproses gugatan
sampai adanya keputusan, karena mengajukan gugatan hukum ke
Pengadilan terikat dengan prosedur hukum acara perdata, baru kemudian
kedua belah mendapat putusan akhir dari Pengadilan tingkat pertama.
Bahwa atas putusan dari Pengadilan tingkat pertama dimaksud apabila
salah satu pihak tidak puas atas putusan dimaksud dapat mengajukan
upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi dan selanjutnya apabila
salah satu pihak tidak puas atas putusan Pengadilan Tiegt
mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Belum lagi seandainya dalam putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tersebut salah satu tidak puas masih ada celah untuk
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.



Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Atas Brang Jaminan Fidusia dengan
Akta Dibawah Tangan

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan
putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap/pastiakan paksa
akan muncul dan berfungsinya eksekusi dalam suatu naedq@abila
pihak yang kalah tidak bersedia mentaati menjalankan putusan secara
sukarela dan eksekusi terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dibawah
tangan adalah termasuk kategori eksekusi pembayaran uang, dimana
obyek eksekusinya adalah sejumlah uanggyharus dilunasi debitur
atau tergugat kepada kreditur atau penggugat. Apabila amar putusan
berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa
melunasi jumlah itu kepada penggugat (pihak yang menang) dengan
jalan menjual lelang harta tgrgat yang telah dijadikan jaminan secara
fidusia.

Melihat akan kenyataan yuridis berkenaan pentingnya eksekusi
pembayaran uang yang tentunya dalam proses perkara pada saat diajukan
pihak penggugat (kreditur) harus memperoleh suatu jaminan secara riil,
yakni harus adanya sita jaminan, maka jelas terhadap gugatan perkara
yang diajukan oleh kreditur kepada debitur akan mengalami hambatan
hambatan dalam mencapai eksekusinya.

Upaya Gugatan Hukum Barang Jaminan Fidusia harus Diletakkan Sita
Jaminan (Conservatai Beslag

Kreditur didalam upaya mengajukan gugatan hukum sedapat
mungkin harus berhasil atau berupaya barang jaminan fidusia yang
menjadi objek sengketa harus diletakkan sita jamir@mnsgrvatoir
beslag oleh Pengadilan atas permintaan kreditur, dasbigg dalam
permasalahan ini kreditur tidak dapat atau tidak berhasil mendapatkan
sita jaminan ¢onservatoir beslggatas obyek sengketa maka dapat
diartikan bahwa gugatan hukum yang diajukan kepada debitur
mengalami sisia yakni dapat diartikan bahwa keranya dapat
dimenangkan hanya diatas kertas. Walaupun nanti pihak kreditur masih
mempunyai kesempatan mohon sita eksekusi pada tahap mengajukan
permohonan eksekusi, namun dalam praktek terhadap barang bergerak
sebagaimana dimaksud barang jaminan fidwgiabila dalam tahap



pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama tidak diletakkan
conservatoir beslagnaka akan sulit untuk meletakkan sita eksekusi,
karena debitur akan menghilangkan jejak barang jaminan fidusia atau
obyek sengketa yang akan diekssku

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus antara PT. BPR ADIARTHA
REKSA CITRA (Kreditur) sebagai Penggugat mengajukan gugatan
hukum kepada SOEWONO AGOES (Debitur) sebagai Tergugat,
mengingat debitur telah melakukan wanprestasi. Perkara tersebut
didasarkarkarena adanya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang
dibuat dibawah tangan atau perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat
secara Akta Notariil. Perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri
Malang mengingat kompetensi relatifya pihak Tergugati aebiturnya
berada di kota Malang, perkara mana terdaftar di Pengadilan Negeri
Malang dengan registeNomor perkard37/Pdt.G/2005/MIg. Pada
perjalanan sidang diperiksa oleh Pengadilan Negeri pihak Penggugat
mohon agar barang sengketa diletakan Sita nEmiConservatoir
Berlag), akan tetapi dalam pertimbangan hukum dalam putusan in casu
mengingat, baik Tergugat dan barang jaminan fidusia yang akan
diletakan sita jaminan tidak ditemui dan atau tidak ada di tempat maka
permohonan sita jaminan yang telakadiulkan oleh Pengadilan Negeri
Malang tidak dapat dilaksanakan. Dan dalam pertimbangan selanjutnya
Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya menyatakan walaupun sita
jaminan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ada tempat,
maka dapat dilaksanakaiitas eksekusi apabila perkara telah diputus
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pertimbangan terakhiersebut kami berpendapat, apabila
pihak Tergugat atau barang jaminan fidusia (obyek sengketa) tidak ada
ditempat, maka sita eksekusi dalam perkara tgtap tidak dapat
dijalankan walaupun putusam casutelah mempunyai kekuatan hukum
tetap (dalam taraf permohonan eksekusi), sehingga disini dapat dinilai
bahwa atas perkara casuhanya dapat dimenangkan namun tidak dapat
mencapai petitum yang dimohomkdalam gugatan.



Barang Jaminan Fidusia Dipindah Tangankan

Dalam praktek seringkali debitur mengalihkan/memindah
tangankan barang jaminan fidusia, baik pada saat kredit yang diajukan
masih lancar terbayar atau kredithya dalam keadaan macet. Bagi
pengalifan barang jaminan fidusia dimana kreditnya lartegvayarhal
ini tidak menjadi permasalahan bagi kreditur, akan tetapi terhadap kredit
macet yang berakibat debitur wanprestasi sedang barang jaminan fidusia
telah dipindahtangankan kepada pihak lain hahdalah menimbulkan
suatu permasalahan bagi pengembalian kredit.

Sebagaimana ditemui pada kasus tersebut di atas, kreditur telah
mengajukan gugatan hukum dan dalam proses perkara di Pengadilan
Negeri Malang pihak kreditur mohon agar barang jaminan adustuk
diletakkan sita jaminan namun dengan kenyataan barang jaminan tida
ada ditempat demikian pula pihak debitur selaédagugat tidak ada di
tempat dan tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan kondisi
sebagaimana tersebut disini kreditur akan uménkesulitan dalam
pengembalian keuangan.

Atas kasus tersebut yang dapat dilakukan pihak kreditur
sebagaimana penerima jaminan fidusia adalah berupaya untuk
memidanakan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia dengan tuduhan
menggelapkan barang jaminaal hersebut didasarkan pada Pasal 372
Kitab Undang Undang Hukum Pidana yuncto Pasal 36 Undang Undang
Nomor42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga dengan upaya
memidanakan debitur tersebut akibatnya tujuan kreditur \smmgula
untuk mendapat peluraspengembalian atas piutang debitur tidak
tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Bertitik tolak dari uraian tersehuinaka dapat disimpulkan bahwa
Perjanjian Jaminan Fidusigmng dibuatdengan akta di bawah tangan
yang proses selanjutnya tidak dapat det&fin pada Kantor Pendaftaran
Fidusia sehingga tidak memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia
konskwensi yuridisnya apabila debitwanprestasi yang mengakibatkan
kredit macet maka kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tidak dapat



melakukan eksekusi akaatapi harus melakukan gugatan hukum lewat
Pengadilarguna memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap untuk melaksanakagksekusi guna memperoleh pengembalian
kredit. Dalam pelaksanaan eksekusi setelah adanya putusan Pengadilan
yang mempunyai dkuatan hukum tetap, pelaksanaannya banyak
mengalami hambatan antara lain: apabila dalam upaya gugatan hukum
barang jaminan fidusia tidak diletakkan sita jaminaonéervatoir
beslag oleh Pengadilan dan barang jaminan fidusia telah dipindah
tangankan atabarang jaminan fidusia dijadikan jaminan kepada pihak
lain. Dan dengan masih banyaknya ditemui dalam praktek Perbankan
pelaksanaan Perjanjian Fidusia masih dilsesiara dibawah tangan, hal

ini menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusialapat dikatakan tidak responsife.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarankan
beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya terhadap kredit berskala kecil diatur dalam Undang
Undang atau peraturan tersendiri sehingga dala@aksanaan
penyelesaiannya kredit macet tidak melalui gugdtakum yang
mana eksekusinya banyak mengalami kendala.

2. Sebaiknya Kantor Pendaftaran Fidusia segera diadakan di daerah kota
dan Kabupaten untuk memudahkan proses pendaftaran jaminan
fidusia gunamemenuhi asa publisitas dan transparadsdang
UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Hendaknya hakim secepat mungkin menyelesaikan terhadap perkara
gugatan kredit macet yang perjanjian fidusianya dibuat secara
dibawah tangan baik pada tingk pertama, tingkat bandipglan
kasasi. Pengalaman menunjukkan bahwa barang yang menjadi
jaminan fidusia akhirnya tidak mempunyai harga/nilai lagi,
disebabkan lamanygenyelesaian perkara sampai pada putusan akhir
yang berkekuatan mutlak.
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Anal i sis fATriple Bottom Line
Alternatif Pengungkapan Akuntansi
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Abstract: Shape of companyo6s attenti on t o it o:
appears an itdéds act bwthetcpmpaywd policy and |
Accounting as an unseparated part of business, also gives

constribution on responding companyds soci

development of the expression of social accounting, insluding
social revealenue in Triple Botton Line Reporting.

This research is description research and the population is annual
report (2005) of go public companies in BEJ. The samples are SS
companies (15% from all population ). The tool is Kruskal Walls
Test. The purpose is to understand is there any differenceeon th
theme of reucalane that has been done by group of company listed
BEJ.

The result of this reserch showed that there is no significant
difference between company group on revealing public and
enviromental there but there is significant difference on labour
theme. It happened because of the different type of company
activity, company sensivity and company target.

Key words: Triple bottom line reporting, accounting respensi
bility

Proses globalisasi perdagangan telah meningkatkan kesadaran
masyarakat umumethadap dampak perusahaan multinasional pada
kondisi sosial dan lingkungan hidup. Dampak buruk yang ditimbulkan
oleh perusahaan multinasional pada satu belahan dunia dalam sekejap
dapat tersiar ke konsumen dan aktivis lingkungan hidup di belahan dunia
lain melalui internet dan media informasi lainnya.

Puji Handayati adalah dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Malang



The Millenium Poll on Corporate Social Responsibiligng
disponsori olefPricewaterhouseCoopetserhasil mewawancara5.000
responden yang berasal dari 23 negara yang tersebar di enam benua.
Beberapa temuan penting dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, kesan sebagian besar responden terhadap perusahaan lebih
ditentukan oleh faktocorporate citizensip dibanding reputasi merek
atau bahkan kinerja finansial. Kedua, dua dari tiga responden
mempunyai harapan bahwa perusahaan tidak hanya mencapai kinerja
yang bagus di bidang finansial tetapi juga menyumbangkan kepada
tercapai tujuan sosial lainnya. Kedig satu dari lima komponen
mengatakan bahwa keputusan pembelian produk atau jasa ditentukan
oleh persepsi mereka mengenai kinerja sosial perusahaan.

Sebaliknya perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial
dapat terpengaruh akibat perbuatannyandsg terutama apabila
perbuatan yang dipersepsikan masyarakat umum sebagai tidak
bertanggungjawab secara sosial atau merusak lingkungan hidup,
dipublikasikan secara luas oleh media massa. Suatu penelitian yang
dipublikasikan pada jurnaBusiness and Satly pada tahun 1997
menemukan bahwa harga saham di bursa efek terpengaruh secara negatif
terhadap 27 peristiwa yang dikategorikan sebagai tidak bertanggung
jawab secara sosial atau tindakan yang melanggar hukum. Perusahaan
yang terasosiasikan dengan penia tersebut mengalami penurunan
nilai pemegang saham dalam jumlah yang cukup signifikan. Walaupun
harga saham perusahaan berkorelasi negatif dengan pepstistwa
tersebut namun dari penelitian ini tidak jelas kerugian tersebut bersifat
jangka pendeatau jangka panjang.

Perusahaan yang mengedepankarstainability tentu akan
menerjemahkan prinsigustainability ke dalam strategi dan operasi
perusahaan. Setelah setiap aspek dari perusahaan dipastikan telah dijiwai
oleh prinsipsustainability perughaan jugaharus mengomunikasikan
hal tersebut kepada para stakeholig, khususnya kepada para
investor dalam bentuk pelaporan yang mencakup tiga aspek yaitu
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Setelah setiap aspek dari
perusahaan dipastikan telaldijiwai oleh prinsip sustainability
perusahaan juga harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada para
stakeholdemnya, khususnya kepada para investor dalam bentuk
pelaporan yang mencakup tiga aspek vyaitu ekonomi, sosial dan



lingkungan hidup. Bentuk pelagor ini kemudian dikenal dengan istilah
Triple Bottom Line Reportingdengan adanya pelaporan ini, informasi
yang dilaporkan kepada pihak luas adalah informasi yang digunakan
manajemen dalam pengelolaan bisnis.

Sampai saat ini, belum terdapat standar gbamduan yang
diterima umum mengenai praktikiple bottom line reportingsehingga
jenis informasi yang dilaporkan mengenai ketiga aspek daitgoie
bottom line reportinguga beragam dari satu perusahaan ke perusahaan
lainnya. Terlebih lagi untuk dimensekonomi dan sosial yang
dipengaruhi oleh faktor budaya dari negara yang bersangkutan. Sebagai
contoh norma mengenai kesamaan gender di tempat kerja dan upah
minimum untuk buruh, berbeda antara negara satu dengan negara lain.
Sampai saat ini, belum terdapgatmnsensus mengenai indikaiodikator
tersebut.

Di tengah ketiadaan konsensus tersebut, informasi tambahan jelas
lebih berharga dibandingkan ketiadaan informasi sama sekali. Apabila
perusahaan melaporkan informasi mengenai ketiga dimensi tersebut di
atss, mereka dapat menunjukkan tanggungjawabnya secara ekonomi,
sosial dan lingkungan kepada senstiakeholdemnya dan menunjukkan
bahwa perusahaan memiliki kepedulian yang sama dengan yang dimiliki
stakeholdemnya.

Dewasa ini telah tumbuh sisisi lain dai akuntansi sepertocial
Responsibility AccountindSRA), Sustainability Accounting, Human
Resources\ccounting(HRA) dan lainlain. Pada intinya semua konsep
di atas mengkritisi akuntansi keuangan yang selama ini hanya mengakui,
mencatat, dan mengungian transaksiransaksi yang bersifat finansial
dan terjadi antara entitas tersebut dengan entitas lain serta mengabaikan
hubungan yang sebenarnya terjadi antara entitas tersebut dengan
lingkungan sosialnya. Hal ini semakin menuntut perusapeamsahaan
publik untuk memenuhi ketaatan pengungkapan wajib dan harus semakin
memperhatikan masalah kesediaan melakukan pengungkapan sukarela.
Pengungkapandisclosur@ sendiri terdiri dari dua macam, yaitu (1)
Pengungkapan wajibCpompulsory disclosujedan (2) Pengngkapan
sukarela yoluntary disclosure

Pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan tidak muncul
dengan sendirinya, melainkan melalui proses yang panjang. Kegiatan
perusahaan yang selama ini hanya mementingkan keinginan individu



dengan mengkonsentraaikdiri pada aktivitas produksi barang dan jasa
untuk memperoleh keuntungan sebdszsarnya telah melahirkan
sejumlah tuntutan dari masyarakat. Masyarakat berharap agar perusahaan
lebih peka dan memperhatikan hubungan perusahaan dengan lingkungan.
Disiplin akuntansi merespon tuntutan tersebut dengan melahirkan
Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS). Akuntansi
Pertanggungjawaban Sosial ini berusaha untuk menginternalisasi semua
biaya dan manfaat sosial ke dalam laporan tahunan.

Tanggung Jawab Sosial Parsahaan

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian dari
tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya, Davis and Frredderick
(1995:30) mendefinisikan tanggungjawab sosial perusahaan diantaranya
sebagai berikut.

i a corporation nsthaobulled fboer haenlyd oafc ciotubs acti on
people, their communities, and their environment. It implies that negative

bussiness impacts on people and society should be acknowledge and corrected

it at all possible.o

Pada intinya, tanggungjawab sosial pehasan merupakan
kewajiban setiap organisasi bisnis atau perusahaan untuk ikut serta dalam
kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan
secara keseluruhan, disamping kegidtagiatan bisnis yang bertujuan
untuk keperluan perusahaaengian tetap memenuhi hukum dan prinsip
prinsip ekonomi.

Lingkup Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Ruang lingkup tanggungjawab sosial perusahaan seperti yang
diungkapkarThe National Assosiation Accounti(lidAA) Committee on
Accounting for Corporate Social Hermance (Porwal, 1989:273)
bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi beberapa aspek, yaitu
(1) Community Involvemer{2) human resource(3) physical resources
& environment contributiongan (4)product or Service Contribution

t



Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Diantara pendapatendapat para ahli yang mengemukakan
pengertian akuntansi pertanggungjawaban sosial ini, massqg
pendapat sifathya hanya saling melengkapi satu sama lain, belum ada
kesepakatan definisi yang pasti. Bahkan dalametagan istilahpun
belum ditemukan keseragaman. Ada yang menyebut disiplin ini sebagai
Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, sebagian lagi memakai istilah
Akuntansi Sosio Ekonomi, dan ada pula yang menyebut Akuntansi
Sosial.

Ramanat han ( 1 $a@n8ardbAlTBepry af &€drponate i
Soci al A cmeagajokani defintsi akuntansi sosial sebagai
berikut.

ARThe process of selecting firm | evel S O
measures and measurement procedures ; sistematically developing

information useful foreval uating the firmds soci al
and communicating such information to concerned social groups,

both within and outside the firmo.

Pada intinya pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial
mencakup beberapa point sebagai berikut. (1) menilai alasysial dari
aktivitas perusahaan; (2) mengukur efektivitas program sosial
perusahaan; (3) melaporkan seberapa jauh perusahaan tersebut
memenuhi tanggungjawab sosialnya; dan (4) menyediakan informasi
baik internal maupun ekstenal yang memungkinkan pganilgecara
menyeluruh terhadap sumber daya dan dampaknya secara sosial maupun
ekonomi.

Seharusnya biaya sosiato€ial cosf maupun biaya manfaat
(social benefit dapat diidentifikasi dan diinternalisasi dalam biaya total
perusahaan, dan akhirnya tercarmili laporan keuangan. Laporan
keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif dan pihak eksternal dapat
mengambil keputusan dengan tepat, serta merupakan wujud kepedulian
perusahaan terhadap masalah sosial.

Masyarakat menuntut masalah sosial tersebut dialisasi
sehingga harus dikembangkan didalam setiap pengambilan keputusan.
Masyarakat menuntut perusahaan untuk melaporkan dampak usahanya



atas pihalpihak yang lebih luas daripada hanya sekedar kesejahteraan
para pemegang saham perusahaan.

Akuntansi konensional yang selama ini hanya memusatkan
masalah internal dalam mengukur keberhasilan perusahaan ternyata bisa
mengakibatkan munculnyaperformance scheme(kondisi tidak
sesungguhnya). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan aktivitas sosial
perusahaan yandilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang lebih
banyak melakukan kegiatan sosial dan lebih memperhatikan karyawan,
lingkungan dan perlindungan terhadap konsumen akan menunjukkan
angkaangka yang kurang baik dibandingkan perusahaan yang kurang
memperhakan masalah tersebut. Mungkin saja perusahaan yang
menunjukkan profitabilitas yang tinggi justru menimbulkan pencemaran
yang merugikan masyarakat banyak.

Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan
sosialnya menimbulkan dampak positif dagaté. Masalah yang timbul
adalah bagaimana mengukur kedua dampak yang juga disebut sebagai
social cost dan social benefit tersebut. Ansry Zulfikar (1987) dalam A.
Sonhadji (1989:9) memberikan beberapa teknik pengukuran, yaitu (1)
Surrogate ValuationNilai Pengganti); (2)Survey TechniquéTeknik
Survey); (3) Restoration and Avoidance CofBiaya Perbaikan dan
Pencegahan); (4Appraisal (Penilaian); (5)Court Decision( Putusan
Pengadilan); (6)Analysis (Analisis); dan (7) Outlay Cost (Biaya
Pengeluaran).

Perhatian pada lingkungan global dan masalah sosial semakin
meningkat yang dinyatakan dalam harapan masyarakat yang harus
diperhatikan perusahaan baik perusahaan umum maupun swasta.
Masalah lingkungan seperti perubahan iklim secara global, perusakan
hutan,polusi, penurunan sumber daya alam serta masalah sosial seperti
tenaga kerja anak, korupsi, upah dibawah standar, dan kesenjangan
antara si kaya dan si miskin harus menjadi perhatian untuk segera dicari
jalan keluarnya. Hal inilah yang ingin diungkapkarelatui Triple
Bottom Line Reportingang menjadi agenda pembicaraan dal&orld
Summitdi Rio de Janeiro 1992.

Perusahaan melaporkan kondisi perusahaan dengan berbagai
tujuan. Jika diaplikasikan dengan tepétiple Bottom Line Reporting
akan memberikan mé&aat antara lain (1) membentuk hubungan yang
baik dengan stakeholders; (2) mengkondisikan resiko dengan



mengidentifikasi area yang menjadi perhatsiakeholdergddan bekerja
sama dengastakeholderssecara proaktife; (3) meningkatkan internal
manajemen; ah (4) meningkatkan kontribusi perusahaan pada
pembangunan peduli lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang, kajian pustaka dan penelitian
terdahulu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan
triple bottom line reportingpada perusahagerusahaan go publik di
Bursa Efek Jakarta.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
(description research Penelitian deskriptif adalah (Indriantero
Supomo,1999) penelitian terhadap masah@salah berupa fakfakta
dari swtu populasi. Penelitian deskripsi dalam penelitian ini
dipergunakan untuk menggambarkan bentuk pengungkapan sosial yang
dilakukan oleh perusaha@erusahan sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan
perusahaan yang telah gablik di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai
pada tahun 2005 yang berjumlah 368 perusahaan. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 perusahaan (15% dari
populasi yang ada). Besarnya sampel yang dipilih tiap kelompok
proporsional dengamumlah populasi tiap kelompoknya. (JSX Statistics,
2005)

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
fipurposivesampling |, dar i 368 perusahaan yang tel ah
dikelompokkan menjadi sembilan kelompok berdasarkan sektor
usahanya y&u agriculture; mining; basic industry & chemicals;
miscellaneous industry; consumer goods industry; property, real estate
& building construction; infrastructure, utilities & trasportation; finance
; trade, service & investmenBembilan kelompok terseb ditentukan
jumlah sampel yang diambil secara proporsional. Untuk menentukan
jumlah sampel yang diambil dari tiap kelompok, harus ditentukan lebih
dahulusample fractiomya (f) dengan rumus:

f =M x100%
N



dimana :

f = sample fraction

Ni = banyaknya elemen kelompok

N = banyaknya sampel elemen populasi

Tabel 1 Penentuan jumlah sampel tiap kelompok

No Kelompok Elgnen Sample 2 tiS:lpmpeI
Fraction kelompok
1. Agriculture 15 0,0349 4
2. Mining 8 0.0209 2
3. Basic industry & chemicals 63 0,1853 11
4. Miscellaneous industry 58 0,1678 9
5.  Consumers goods industry 62 0,1293 8
6. Property, real estate & buildinn 49 0,1024 5
construction
7. Infrastructure 13 0,0454 1
8. Finance 53 0,1678 8
9. Trade, service & transportation 52 0,1468 7
Total 368 1 55

Penilaian yang digunakan untuk menilai pengungkapan sosial
dalamTriple Bottom Line Reportinterdiri atas tiga tema pengungkapan
yaitu ketenagakerjaan, kemasyarakatan, dan lingkurigap.h

Proses pemberian nilai akan dilakukan perkelom@eitiap unsur
dalam kelompok tersebut diberi nilai satu (1) jika terdapat pengungkapan
yang diminta, dan nol (0) jika tidak terdapat pengungkapan yang
diminta. Jumlah nilai maksimal tiap kelompok rgantung dari
banyaknya unsur péelompok yang bersangkutan sesuai dengan
kategori yang ditetapkan. Alasan pemberian nilai yang sama untuk setiap
unsur dalam satu kelompok karena satu unsur dianggap memberikan satu
informasi kepada para pemakai informakimlah unsur yang menjadi
analisis adalah:

Tema 1l = 8 point
Tema 2 = 8 point
Tema 3 = 4 point
Total = 20 point



Sedangkan bentuk pengungkapan sosial yang diungkapkan meliputi:
kualitatif naratif, kualitatif non moneter dan kualitatif moneter.

Daam penelitian ini, akan digunakan beberapa analisis deskriptif
data yaitu (1) Frekuensi Relatif (fi) merupakan bentuk persentase (%)
dari nilai yang tercantum dalam tabel. Dalam penelitian ini akan
digunakan untuk menghitung persentase dari unsur pengjpiaigkper
kelompok di banding dengan total unsur pengungkapan yang seharusnya
ada dan (2) Rateata hitung &rithmetic meanyaitu jumlah dari semua
ratarata dibagi dengan banyaknya data. Dalam penelitian iniratda
hitung akan digunakan untuk mencastarata pengungkapan untuk
semua perusahaan dalam kelompok.

Dalam penelitian ini, alat uji hipotesis digunakan untuk
mempermudah pengambilan kesimpulan ada atau tidak perbedaan tema
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahadat. uji yang dipakai
adaldn Uji Kruskal Walllis.

HASIL

Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk pengungkapan yang
dilakukan perusahaan sampel, diuraikan dalam tiga bentuk yaitu naratif
kualitatif, kuantitatif non moneter, dan kuantitatif moneter. Dalam
perusahaan sampel, unaursur yang mendukung suatu tema
pengungkapan diuraikan semua dalam bentuk naratif kualBetierapa
unsur dilengkapi dengan keterangan non moneter dan beberapa unsur
dijelaskan dalam satuan moneter.

Tabel 2 Bentuk Pengungkapan Perusahaan (dalam %)

Bentuk Pengungkapan

Tema Pengngkapan Naratif Kualitatif Kuantitatif Kuantitatif
Non Moneter Moneter
Kemasyarakat 100 16,36 5,45
Ketenagakerjaan 100 6,73 19,47
Lingkungan Hidup 100 10 -

Hasil ratarata kelompok dalam tiap tema pengungkapan
menunjukkanuntuk tema kemasyarakatan total redta pengungkapan
tema kemasyarakatan adalah 0,195 yang berada pada kdesgbri



disclosure Total ratarata pengungkapan tema kemasyarakatan sangat
rendah hal ini disebabkan oleh sedikitnya pengungkapan yang dilakuka
oleh perusahaan hanya dilakukan oleh 24 perusahaan dari 55 perusahaan
sampel (45%) yang melakukan pengungkapan ini.

Kelompok dengan rateata tertinggi adalah kelompdéknance hal
ini disebabkan banyaknya aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh
perusahaan. Alasan Kelompdkinance mempunyai tingkat kepedulian
pada masyarakat yang tinggi adalah kegiatan usaha dari kelompok
Financesangat sensitif dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Apabila
tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya tidak dipekamanaka
perusahaan akan mengalami kemerosotan yang tajam, sepertilsdsus
yang pernah terjadi pada Bank Central Asia yang mengkibatkan
tergoncangnya bank besar tersebut. Untuk dapat tetap mempertahankan
tingkat kepercayaan masyarakat, perusahaan hanotuat ikatan yang
erat dengan masyarakat sehingga apabila terjadi goncangan, masyarakat
akan tetap merasa terikat dengan perusahaan.

Tema Ketenagakerjaan

Total ratarata pengungkapan tema ketenagakerjaan adalah 0,31
yang berada pada kategtess disabsure Total ratarata pengungkapan
tema ketenagakerjaan ini adalah yang paling besar. Tema ini
diungkapkan oleh banyak perusahaan dibandingkan kedua tema yang
lain. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepentingan perusahaan terhadap
kondisi ketenagakerjaarapalagi dengan adanya LSMSM atau
organisasobrganisasi buruh yang beragnar mempedulikan kodisi
ketenagakerjaan membuat perusahaan tidak bisa memandang remeh
masalah tenaga kerjanya. Tercatat 51 perusahaan dari 55 perusahaan
sampel (93%) yang melakak pengungkapan ini.

Tema Lingkungan Hidup

Total ratarata pengungkapan tema lingkungan hidup adalah 0,27
yang berada pada kategtess disclosureTotal ratarata pengungkapan
tema lingkungan hidup lebih rendah dari pengungkapan tema
ketenagakerjaan. Hahi disebabkan oleh hanya perusahparusahaan



tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan alam yang melakukan
pengungkapan ini sebagai wujud dari tanggungjawabnya terhadap
lingkungan. Tercatat ada 25 perusahaan dari 55 perusahaan sampel
(46%) yang mlakukan pengungkapan ini.

Tabel 3 Ratarata Pengungkapan Tiap Kelompok Perusahaan

Tema Pengungkapan
Kemasyarakatar Ketenagakerjaar Lingkungan Hidup

Kelompok Perusahaar

Agriculture 0.31 0.42 0.38
Mining 0.13 0.38 0.75
Basic Industry 0.09 0.45 0.38
Miscellaneous 0.14 0.23 0.32
Consumer Goods Ind. 0.05 0.30 0.25
Property, Real Estate 0.04 0.17 0.17
Infrastructure, Utilities 0.06 0.35 0
Finance 0.51 0.19 0
Trade, service & Invesi 0.43 0.29 0.18
Total ratarata 0,19 0,30 0,27
Kategori Least disclosure Less disclosure  Less disclosure
pengugnkapn

Tabel 3 di atas memperlihatkan kecenderungan tema yang
diungkapkan oleh perusahaan. Kecenderungan tema yang diungkapkan
tersebut tidak sama antarkelompok, hal ini disebabkan oleh (1) jenis
aktivitas; (2)Sensitivitas; dan (3) Sasaran perusahaan.

BAHASAN

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan
triple bottom line reportingdari perusahaaperusahaargo public di
Indonesia menunjukkan bahwa 60% dari jumlah perusahaan yang ada
telah mengungipkan tanggungjawab sosial mereka melalui empat tema
yang ada. Secara rinci hasil penelitian ini mengungkapkan hal berikut:



Tema Kemasyarakatan

P value>o ( 0,16 > 0,05 ) atau®x< X%aper( 11,81 < 16,92 )
berarti H, diterima dan Hditolak. Hal ini berarti tidak ada perbedaan
yang signifikan antarkelompok dalam melakukan pengungkapan tema
kemasyarakatan.

Tema kemasyarakatan hanya diungkapkan oleh sebagian kecil
perusahaan sampel sehingpgarbedaan yang terjadi antarkelompok
perusahaan tidak signifikanHanya perusahagrerusahaan yang
berkepentingan dengan kondisi masyarakat atau yang -benar
mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kondisi masyarakat
sekitarnya, yang mengungkapkatikas kemasyarakatan.

Tema Ketenagakerjaan

P value< o (0,025 > 0,05 ) atau®> X%ape ( 17,49> 16,92 )
berarti H ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti ada perbedaan yang
signifikan antarkelompok dalam melakukan pengungkapan tema
ketenagakerjaan. Perbedaan yang signifikan antarkelompok perusahaan
ini karena banyak perusahaan yang mengungkapkan tema tersebut
sehingga variasi yang terjadi adalah bebkal. ini terlihat dari rataata
unsur yang diungkapkan oleh perusahaan yaitu 2,66 unsur, yang secara
prosentatif merupakan 30,88% dari total unsur pada tema tersebut yang
harus diungkap. Tema ketenagakerjaan adalah tema yang paling sering
diungkapkan oleh perusahaan hal ini sesuagade temuan Andrew et.al.
(1989) ketika meneliti pengungkapan sosial di negara berkembang
(Malaysia dan Singapura).

Tema Lingkungan Hidup

P value>a ( 0,51 > 0,05 ) atau’x< X%apel ( 7,27 < 16,92 )
berarti H, diterima dan Hditolak. Hal ini berarti tidak ada perbedaan
yang signifikan antarkelompok dalam melakukan pengungkapan tema
lingkungan hidup.

Serupa dengan tema kemasyarakatan, tema lingkungan hidup
hanya diungkapkan oleh perusahgang berkepentingan atau perusaha
an yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.



Dalam checklistyang digunakan sebagai sarana pengolahan data,
terlihat jumlah unsuunsur yang diungkapkan oleh perusahaan adalah
sangat terbatas. Sedikithnya unsmsur yag diungkapkan oleh
perusahaan dipengaruhi oleh (1) Perusahaan telah melakukan
pengungkapan pada periode sebelumnya, sehingga merasa tidak perlu
mengungkapkanya lagi; (2) Perusahaan tidak merasa perlu melakukan
pengungkapan pada unsursur tertentu, kar@n menganggapnya
sebagai hal yang biasa. Misalnya, perusahaan tidak mengungkapkan
donasi ke lembaga keagamaan atau sponsorship kegiatan kampus, karena
menganggap informasi tersebut sesuatu yang wajar dan dinilai tidak
signifikan sehingga tidak perlu diungka(3) Laporan tahunan didesain
untuk kepentingarshareholders sehingga informasi yang dibutuhkan
olehstakeholdersain tidak diungkap dalam laporan tahunan. Perusahaan
memilih media lain untuk pengungkapan selain kepada pemegang
saham; dan (4) Tingkaekedulian perusahaan yang masih rendah.

Bila ketiga kemungkinan tersebut di atas benar, maka terdapat
kesenjangan antara aktivitas sosial dan pengungkapan sosial dalam
laporan tahunarArtinya, perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan
laporan tahunan seb@igsarana komunikasi antara pihak manajemen
dengan paratakeholderdi luar pemegang saham. Perusahaan masih
memandang laporan tahunan hanya diperuntukkan kepada pemegang
saham dan calon investor. Selain ketiga kemungkinan di atas, rendahnya
tingkat pengangkapan juga dimungkinkan terjadi karena faktor
kepedulian perusahaan yang memang masih rendah.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1. Triple Bottom Line Reportintelah diterapkan pada laporan tahunan
perusahaaperusahaan di Indonesia. Bentuk pengungkapan yang
dilakukan perusahaan secara narative kualitatif dilakukan oleh semua
aitem yang mendukung tema, sebagian dilengkapi dengan kuantitatif
non moneter, dan sebagian kecil dilengkapi dengan kuantitatif
moneter.

2. Tidak ada perbedaan yang signifikan aklompok peusahaan
dalam mengungkapkan tema kemasyarakatan dan tema lingkungan



hidup, tetapi tema ketenagakerjaan terjadi perbedaan yang
signifikan.  Antarkelompok perusahaan terjadi perbedaan
kecenderungan dalam mengungkapkan suatu tema pengungkapan:
kelompokAgriculturecenderung pada tema ketenagakerjadining

pada tema lingkungan hidup;Basic Industry pada tema
ketenagakerjaanMiscellaneous Industrypada tema lingkungan
hidup; Consumer Goods Industrpada tema ketenagakerjaan;
Property, Real Estate & BuildingConstruction pada tema
ketenagakerjaan dan lingkungan hidumpfrastructure, Utilities &
Transportation  pada ketenagakerjaan; Finance pada
kemasyarakatart;rade, Service & Investmepada kemasyarakatan.
Hal ini terjadi karena perbedaajenis aktivitas prisahaan,
sensitivitas perusahaan, dan sasaran perusahaan.

3. Pengungkapaifriple Bottom Linedi Indonesia relatif masih kurang.
Diduga perusahaan tidak memanfaatkan laporan tahunan sebagai
media komunikasi antara perusahaan dastakeholders
Kemungkinan, persahaan hanya memanfaatkan laporan tahunan
sebagai informasi bagihareholdersdan calon investor. Fakta lain
yang menyebabkan rendahnya angkgka di atas adalah
kemungkinan perusahaan memang hanya melakukan sedikit aktivitas
terhadap lingkungan sekitata

Saran

1. Pemerintah perlu diberikan penghargaan terhadap perusahaan
perusahaan yang telah melakukan perhatian pada masyarakat dan
lingkungannya. Sehingga dengan penghargaan tersebut akan
mendorong semakin banyak perusahaan yang memiliki kepedulian
sosialdan memberikan saksi pada perusah@amsahaan yang tidak
melakukannya.

2. Perlu penataan regulasi yang jelas terhadap pengaturan industri di
Indonesia, sehingga keseimbangan kemajuan ekonomi tidak
diimbangi dengan kerusakan lingkungan.
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Modifikasi Camshaft untuk Mereduksi
Produksi Gas Racun CO pada
Motor Racing

Marji

Abstract: Camshaft modivication for reducer of CO emission in
gasolinemotor car. This rearch is aimed to investigate the impact
of camshaft modivication on the CO reduction emitted from
gasolinemotor car. It uses experimental research by comparing
third camshaft modivication standard, camshaft modivication 1 and
camshaft modivication 2. Thexperiment was conducted in
Automotive Laboratory, in the State Univercity of Malang. The
descriptive analysis is used picturing the overell comparason, and
Anava is used for describing the defferences. The result shows that
there is sharp CO reduction 8856% of average to 7.2583% than
5.2434%, following the anava result that shows significant
difference at p = 0.0000. It can be concluded tbamshaft
modivication 2 can best reduce the CO emission fgasoline
motor car.

Key words: camshaft, gas rac®O, kendaraan, bermotor

Di dunia internasional, ajang balap Formula 1 dan Grand Prix (GP) telah
menggema seperti nama besar Valentino Rossi dan menjadi salah satu
andalan industri parawisata yang menggiurkan untuk mendongkrak roda
perekonomian. Modifiksi camshaftmerupakan sarana yang diperlukan
oleh manusia untuk mendapatkan daya yang besar sehingga motor dapat
lari dengan kencang.

Proses mengatur ulang layanan buka katup dengan merubah profil
camshaftmemerlukan ketelitian yang lebih, untuk mendapatkiabit
aliran udara dan bahan bakar yang maksimal ke ruang bakar diperlukan

Marji adalah dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universiats Negeri Malang



pengaturan yang tepat terhadeve lift duration valve liftdanvalve lift
timing. Banyakiya kendaraan bermotor yang mengikuti lomba balap,
selain memberi kesenangan (totonan) bagi umat manusia juga mulai
dirasakan dampak negatifnya, misal suara bising, CO, HC, NOL@an
yang ditimbulkan.

Proses pembakaran kendaraan bermotor pada kenygtadapat
mengakibatkan timbulnya polusi udara yang berupa gas racun CO akibat
proses pembakaran motor yang tidak sempueibagrmal combustion
Camshaftberperan penting terhadap siklus pembakaran bahan bakar
sehingga menghasilkan pembakaran yang sempdaya maksimal dan
produksi gas racun CO (Staudt,1988 ).

Camshaftadalah komponen mekanisme katup yang berfungsi
membuka dan menutup katup sesuai dengan siklus mBtomshaft
mengalami tiga pembebanan yaitu pembebanan gesekan pada bantalan
dan padabidang lengkungcamshaft pembengkokan waktu menekan
katup, dan momen puntir. Oleh sebab itu, Camshaft terbuat dari
bahan baja perkakas atau baja tuang khusus yang dituang atau di tempa
sesuai bahannya, kemudian digerinda. Permukaamshaftdikeraskan
(hardening dengan proses perlakuan panas (Spuller, 1987 ).

Bagian-bagian Camshaft

Kelengkaparcamshaftterdiri dari 6 bagian yaitu: 1ntake Lobe
Lift, 2)Exhaust Lobe Lift, 3) Intake Duration, 4) Exhaust Duration, 5)
Overlap dan 6) Lobe Centerline Angl¢LCA)/Lobe Separation Angle
(LSA).
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one is the at a solid lifter's lash point.
The lash point at the lifter is the lash at the rocker, divided by
the rocker ratio. Arrow two is the so-called “advertised dura-

Gambar 1Camshaft AttributegSumber: http://www.Popularhotrodding.com, 2006)

Variabel Camshaft
Valve Lift

Lobe lift adalah tinggi bidang angkaamshatt lobe lift berbeda
denganvalve lift, valve lift adalah jarak angkat/buka katugalve lift
ditentukan oleHobelift danrockerarm ratio, valvelift = camshaft lobe
lift x rocker arm ratio. Semakin tinggivalve lift semakin banyak gas
yang masukkedalam ruang bakar. Perlu diperhatikan putaran poros
engkol 2 kali putarancamshaft Disain lobe lift yang lebih besar
menghasilkawalve liftyang tinggi (Gambar 2.)
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Gambar 2 CamshaftLobe Profile(Sumber: http://www.Compcams.com 2006)
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Kemampuan pemasukan gas ke dalam silinder tidak hanya
bergantung padaduration, tetapi valve lift juga berpengaruh.
Peningkatarvalve lift dari 0.1inch menjadi 0.5inch terjadi penurunan
efisiensi aliran gas ke dalasilinder. Menurut hasil penelitian untuk
mesinV-8sjarakvalve liftyang dipercaya meningkatkan efisiensi aliran
gas ke dalam silinder sekitar 0.3 sampai 0.35 bagiarvalagdiameter.
Contoh : jikavalvediameter 2.02nch maka alve lift= 0.3 x 2.0dnch =
0.606inch dan alvelift = 0.35 x 2.02nch = 0.707inch. Jadi jarakvalve
lift £ 0.7inch.

Valve Duration

Duration (actual duration adalah berapa lama katup membuka
dalam putarancamshaft saat rocker arm diangkat camshaft lobge
duration menentkkan berapa banyak gas yang masuk kedalam ruang
bakar. Duration camshaft racingebih lama dibandingkartamshaft
standard agar lebih banyak gas yang masuk ke dalam ruang bakar.
Dalam pembuatan/perancangeamshaft duration dimulai 0.050inch
lobe lift pada bidang buka dan berahir 0.06@h lobe liftpada bidang
tutup. Setiap perubahan 10 derajatration pada 0.050nch lobe lift
menggeser ke atas atau ke bawabwer band sekitar 500 rpm
(http://www.Popularhotrodding.com, 2006)

Untuk mendapatkarduration yang tepat, hahal yang perlu
diperhatikan adalah titik buka dan titik tutup dalam sikbasnshait
apakah kedua titik tersebut dapat menghasilkan daya yang maksahal.
ini berarti tidak hanyd.CA yang menentukaroutput daya mesin. Jika
hanyaLCA yang diperlebar untuk meningkatkan kualitas putdcie
dan kevakuman di dalamtake manifoldakan berakibat penurunan torsi
dan daya mesin.

Dalam disaincamshaft pertama menentukan dasar daverlap
dan LCA, kemudian menetukaduration dari kedua faktor tersebut,
bukan langsung menetukauration Untuk menentukanuration pada
overlap dan LCA yang digunakan, dapat dicari dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

Duration = L CA +  Ov(http://wavy.Bopularhotrodding.com,
2006)
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Contoh: Overlap = 6cfrgkshaftrotation, LCA = 108e¢
camshaft rotation .
Duartion= 6 6 ¢ + ( 1 OdBaekkhaf)rotation2 8 2 e
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Gambar 3 Grafik Duration (Sumber: http://www.Popularhotrodding.com, 2005)

Sekarang jika kita melakukan pengujidaration dengan asumsi
perbandingan kompresi tetaghyration yang lebih lama memindah torsi
ke rpm atas dan torsi paling atas hanya meningkat dalam jumlah kecil.
Dari hasil pengujian (Gambar 3) torsi terjadi pagia yang lebih tinggi
dan daya sesuai dengan torsi dan putaran mesin. Grafikdalation
terhadapoutputdaya dapat dilihat jika pada peningkathmration semua
faktor tetap. Jadi jikalurationditingkatkan berpengaruh terhadaytput
daya, pengaruh yanggrjadi terdapat peningkatan torsi dan daya pada
putaran mesin. Putaran yang lebih tinggi kecenderungan mengakibatkan
campuran menjadi lebih kurus .
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Valve Timing

Valve timingadalah ukuran dalam derajat putaran poros engkol
saat katup membuka/mengangR&lve timingmenentukampower band
(rentang tenaga) atau tenaga maksimum mdtalie timingbisa diubah
dengan menggeser posisimshafgear (padacamshaft gear adjustable
camshatearbisa digeser berlawanan putaamshafi{advancej atau
searahputarancamshaft(retard). Jika posisicamshaft geadipercepat
(advancep power bandbergeser ke bawah, jika posisamshaft gear
diperlambat ietard) power band bergeser ke atasValve timing
menentukarpower band jadi pada saat penyetelaalve timingperlu
diperhatikan kegunaan mesin untuk keperluan harian atau racing. Contoh
menggesewalve timingadvaces4 derajat poros engkgdower band
menurun sekitar 200 rpm dan menggesave timing retard4d derajat
poros engkopower banchaik sekitar 200 rpmGambar 4).
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Gambar 4 Grafik Valve Timingdan Valve Lift terhadap Putaran (Sumber:
http://www.Compcams.com , 2006)



Lobe Centerline Angle (LCA)/Lobe Separation Angle (LSA)

Lobe separation angle (LSAdalah jarak dalam dergjputaran
camshaftantaraexhaust lobecenterlinedanintake lobe centerliné CA
sangat penting dalam disatamshaft penentuarLCA yang tepat akan
meningkatkan torsi dan daya mesin. Mengurangi jar&@A akan
meningkatkan torsi dan daya mesin pada putatas, seperti dalam
percobaan yang dilakukakan oleh David Vizard pada mesirs8&0+
blok ChevyLCA standartl 1 tagnshaftrotation kemudian dipersempit
3e me n j acdnmshafttdiaBoa d a n 6 e me egmahdfi 105e
rotation. Dari hasil pengujian (Gamb®) terjadi peningkatan torsi dan
daya, berdasarkan hasil pengujian pada mesinGAiyang paling tepat
a d al a bamdha@ft8agatiordanoverlap7 4ceankshaft rotation.Pada
LCA 1 0 @mshaft rotationterjadi peningkatan torsi dan daya pada
putaran tggi, tetapi kualitagdle buruk dan penurunan kevakuman pada
intake manifold Untuk menghasilkan putaraidle yang baik dan
kevakuman yang tinggi di dalanmtake manifold dapat dilakukan
dengan memperleb&iCA, sebaiknya menggunak&uCA 1 1 Zagnshaft
rotationdanoverlap6ée cr ankshaft rotati on.

Untuk mendapatkan torsi dan daya yang maksimal dapat dilihat
dari tekanan kompresi yang dihasilkan, untuk mendapatkan tekanan
kompresi yang tinggi, pembukaan Kkatup isajntake valve
dipercepat/pembukaan katupap sebelum titik mati atadNIA) dan
penutupan katup isap diperlambat/ penutupan katup isap setelah titik
mati bawah TMB). Jika LCA diperlebar hanya untuk meningkatkan
kualitas putarandle dan kevakuman di dalamtake manifold hal ini
tidak hanya beitdbat pembukaan katup isap terlambat, tetapi
penutupannya juga terlambaPemetaan tekanarintake manifold,
cylinder, dan exhaust manifolddalam siklus pembakaran merupakan
indikasi kadar CO yang dihasilkan. Yang paling penting dalam siklus
pembakaran adath langkah isap, jika siklus pada langkah isap maksimal,
langkah selanjutnya akan maksimal. Dengan kata lain jika langkah isap
tidak maksimal berarti langkah selanjutnya tidak akan makdi@aAl.
dan overlap saling berhubungan, dengan memperlelh&A akan
mengurangi jarakoverlapdan sebaliknya jika mempersempi€A akan
menambah jaraloverlap dengan catatatift duration yang digunakan
tetap. Untuk meningkatkaroverlap dapat dilakukan dengan cara



mempersempitLCA hal ini akan mengurangi kevakuman di dalam
intake manifolgpbada putaran bawabh.
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Gambar 5: Grafik Lobe Centerline Angle Comparatio(Sumber: http://www .
Popularhotrodding.com , 2006)

Berdasarkan hasil pengujiabCA yang paling tepat untuk
meningkatkan dayadalah 18 gamshaftrotation denganbase circle
3 4 drapkshaft rotation terjadi peningkatan torsi dan daya jika
dibandingkan dengan menggunakafCA 1 1 Oomamshaft rotation
(www.Popularhotrodding.com). Jadi dengan mempersempit ja@k
dapat meningkatkan torsi daaya pada putaran tinggi, tetapi tidak baik
pada putaran kurang dari 2500 rpm/ putadie buruk. Maka putaran
harus tinggi, putaran yang lebih tinggi kecenderungan mengakibatkan
campuran menjadi lebih kurus .

Dalam disain camshaft perlu diperhatikan p®gunaan mesin,
digunakan untuk keperluan harian atacing, untuk keperluan harian
camshaftbekerja maksimal pada putaran mesin 1500-5p@0 rpm,
untuk keperluarracing camshaftbekerja maksimal pada putaran mesin
3500 rpm8000 rpm.Lobe separation angl (LSA)mempengaruhi torsi
dan daya yang dihasilkan mesimbe separation angle (LSA) camshaft
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standard lebih lebar dibandingkan denganbe separation angle (LSA)
camshaft racing. LSA camshatft raciledpih sempit pada putaran rendah
berpengaruh pada utinidle yang kasar/goyang dan kevakuman dalam
intake manifold kurang, tetapi mempunyai keuntungan pada putaran
tinggi menghasilkan torsi dan daya yang be&&A yang lebih lebar
mempunyai keuntungan putaratie baik/tidak goyang dan kevakuman
dalamintakemanifoldlebih tinggi.

Overlap

Overlap adalah posisi katup buang dan katup isap terbuka
bersamaan, katup buang akan menutup dan katup isap mulai membuka
(akhir langkah buang awal langkah is@p)erlap mempengaruhipower
band atau performa mesin, ketulnan overlap setiap mesin berbeda.
Berapa lebaroverlap yang dibutuhkan mesin?, kebutuhawverlap
tergantung pada diameter daun katup dan langkah p®i@rlapyang
terlalu lebar dapat mengurangi kevakuman di dalatake manifold
(Gambar 6) pada putaratationer/idlekarena sebagian gas buang masuk
ke dalamintake manifold hal ini berakibat pada putarddle yang
goyang/kasar.

Untuk menghasilkanpower bandyang diinginkan, pemilihan
overlap harus sesuai dengan karakteristik mesin. Mesin bekerja
maksimal pada putaran bawah atau pada putaran @tsslap sempit
mesin bekerja maksimal pada putaran bawah dan putdeayang baik,
overlaplebar mesin bekerja maksimal pada putaran atas dan pidkran
buruk. Pemilihanoverlap dapat dilihat pada (Gamb&) semakin besar
overlap, power peakmesin bergeser ke putaran at@smilihanoverlap
yang tidak tepat akan menurunkan performa mesin.



Overlap killsvacuumh er e 6 s  why  Overlap estimator

Overlap estimatodalamderajat putaransamstaft

1. Overlapuntukstreet towing 4. Overlapuntukstreet/strip
2. Overlapuntukregular street 5. Overlapuntukrace
3. Overlapuntuk performance 6. Overlapuntukpro race

Gambar 6 Overlap(Sumber: http://www.Popularhotrodding.com, 2006)

PerbedaanStandard CamshaftienganPerformance Camshaft

Dari Gambar 6 dapat dilihat perbedaan posisi katup isap dan katup
buang terbuka bersamaarboth intake and exhaust valves are
open/overlap antarastandard camshaftienganperformace camshaft
performace camshafiosisi overlap lebih lama karena saat buka katup
isap lebih maju dan saat tutup katup buang lebih mundur.

Profil tonjolanhok performace camshdébih lebar sehingga saat
buka katup lebih lama, sehingga memungkinkan hlelianyak
pemasukan udara dan bahan bakar. Pemasukan udara dan bahan bakar
yang lebih banyak ke dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan
kompresi dan daya motor.

Putarancamshaftsearah jarum jam,standard camshaftlidesain
untuk mendapatkan efisienkbnsumsi bahan bakar yang tinggi. Posisi
overlap/bothintake and exhaustvalvesare opensempit, posisbverlap


http://www.popularhotrodding.com/

